
sasarai"1 ke~~atan; 

a. bahwa. berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian 
sampai dengan triwulan I dan adanya perkembangan 
yang tidak sesuai deng.an kerangka ekonomi daerah 

dan kerangka pendanaan yang menyebabkan saldo 
. anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk tahun berjalan, serta untuk 
menjamin tercapainya visi, misi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
2016-2021 yang dijabarkan dalam RKPD tahun 2019 
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) sehingga perencanaan pembangunan pada 
tahun 2019 antara RKPD 2019 dan perubahan RKPD 
2019 terjadi keserasian (integrasi) dan 
keharmonisan, maka perlu dilakukan perubahan 
Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) tahun 
2019; 

b. bahwa perubahan RKPD sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, rneliputi pergeseran kegiatan antar 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, 
penambahan atau pengurangan target kinerja dan 
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NO MOR 1). TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

-- 

Menimbang 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244> Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

Mengingat 



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2019 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Seri E 
Nomor 5); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Grobogan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2019 yang merupakan landasan dan pedoman 

bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan untuk Tahun 2019. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Grobogan. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
GROBOGAN TAHUN 2019 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten GroboganTahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 
Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 10); 

Menetapkan 



Pasal 6 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tertuang dalam APBD Tahun 
Anggaran 2019. 

Pasal 5 

Program clan kegiatan dalam RKPD diklasifikasikan menurut 
Rencana Kerja Tahunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang didasarkan pada sasaran indikator kinerja, program 
dan kegiatan. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Tahun 2019 lebih lanjut tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019 
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

SASARA.l'l DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

PENUTUP 

BAB II 

BAB III 
BAB IV 

BABV 

BAB VI 

Sistematika RKPD disusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 

Pasal 2 

BAB II 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN 



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2019 

NO 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 

OBOGAN, 

Ditetapkan di Purwodadi 

Agar setiap orang menget.ahuinya, memerint.ahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan. 
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